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PERATURAN PEMEY INTAH PENCGCANTI UNDANG-UNDA NG
N0, 5 TAHIN 1950 :
tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara,

" PRESIDEN REPUBLIK INWONFS_,

D& telah Ciba wuktunjs untuk membenbuk daerah Pro-
pinsl Sumatera Utara jang berhak mengstur dan mengurus
rymah banpoa sendiri sebacai termaksnd dalam Undang-
undang No,22 tahun 19/8 tentsang pemerintahan Dasrah;

.e
»1-1
i
=
p

Menimbang

pasel 5 aiat (17}, Dgsgl 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan
Peralihan Undsa n&—undﬂnm Dasar Republik Indonesia, Mal-
lumat Wakil rbeldeﬂ anaégl 16 Oktober 1945 No. X,
Undang-undang No.22 tazhun 1948, Undang-undang No.10
tahun 1948 dan Pers e tud juan antara Pemerintah Hepublik
dan Pemerintun Republik Indonesia Serikat pada tanggal
20 Djuli 1950 tentang pembaglian Sumatera mendjadi tiba
Propinsi, ' ‘
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MEMUD TS KA

Ie Montjapul Ferabupdan Wakll Perdana Menteri pengganti Pe-
aburan Pemerdinlal NoO/Des /il KePolie behun 1949 tentang pembagian
DquLL  Ulagrs mead jaal dua Propinsi;

Ile Menpgosaiikan penghapusan pemerlintahan daerah. kare gidenan
Atjenh, Sumatera rimuwr dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan Perwa~
kilan Rakjat Daeran karesidenan-karesidenan bersebut;

111, Mene tapkan’ pembentukan Propin.i Sumatra Utara dengan pera-

turan. sebagal berikut: .

: PLP turan Pﬁ”““iﬂ?ﬂh'P@ngﬂﬁﬂti Undsng=undang tentang pem-<
bentukan Propinsi Sumaters Utaray .
BA B« T,

Peraturan Umumi
Pagsl ‘1

(1) Daer=zh jang meliputi daerah karesidenan Atjeh, Sumaters Timur
dan pmnuli ditetapkan mendjadl PWOplnSL Sumatera Utara,
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(1) Pemerintsh Dasrah Propinsi Sumaters Utarsas berkedudukan dikota
Medan. ; -

(2) Dalam waktu luar hiasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh
Presiden dapat dipinddrkan ke laih tempate.

Pasal 73
(1) Dewan Perwskilen Rakjat Dmerzh Propinsi Sumatera Utars terdiri
dar 1 110 orang anggauls, :
(2) Anggauta JU&Duutu Dewun Perwukllan Rakjat Daeraly Propinsi
Suma Lers. Utura, jang pertuma terbentuk dengan Undanb—undan5
Pemilihun, mele takkan djabstannja bersama-sama pada tanggal
15 Bjult 9%
(3) Djumlah angerauvba Dewsan Pemerintah Deersh Propinsi Sumatera
Utarm, ketivell snocanfs Kepala Dosrah, adalah 5 orangs

HBivA . E }
TENTANG URUSAN RUMAF TANGCA PROPTINSTI SUMATERA UTARA,
Pasal I .

(1) Urusar

' d



(1) Urusan rumeh tangga dan chiUJlDdﬂ-kSdeJlOil lain sebagai
termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No,22 tahun
1948 tentang p@merlntahan daerah bagl Propinsi Sumatera Utara’
adalah sebagai berikut:

I Drus i Umum

1T« e Pemerintahan Umum,
IThS iy kgrarvie. 7 - ; o
Toe =P Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung,
Vg Pertunian, perikanan dm koperasi,
VI # Kehewanan,
MLl &=t Keradjinen, perdagangm ddl am negeri dan
i ‘ Perindustrian. :
VEIITS ” Perburunan,
IX 2 Sosial, :
X' 4 Pembagian {(distribusi).
5 S Penerangan., .
XIT Y Pendidikan, pengadjaran dan kebuda jaan,
RI1TS 0 Kesehatan, '
X1V, . Ialu lintas dan angkutan bermotor.
XV. L Perusahasan,

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan
dalam dartar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-per-
aturan pelaksanaan pada waktu penjerahan,

(3) Tiep=tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan ng masuk
rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang dise-
rahkan kepada Propinsi uumJtCP& Utara, dengan Undang-undang

dapat dliamhﬁh ;
Pasal 5e

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa ‘tidek tetap
dan poru81naaa—puru55nlﬂn dari pemerintahan dserah karesi-
denan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propin-
s1 Sumatera Utara jang selandjutnja dapat menjerahkan se-
sualunja kepada daesran-~dacrah Aibawahnja.

{(2) Segula hutangepihutung pemerintahan karesidenan tersebut’
mend jadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peruturun-pera turan deeran karesidenan, scoclum diganti de-
ngan peraturan ducran Propinsi, bverlaku terus sebagal peraturan
dasrall Propinsi; peratura -peraturan itu tidak berlaku lagi se-
sudah 5 tzhun terhitungz dari herdirinja. Propinsi Sumatera Utara,

B 4 III.
Peraturan pshutup.
Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Penggantli Undang-undang ini mulai ber-
laku pada tanggal 15 Agustus 1950,

Agar Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang-undang ini dike-
tahui oleh umum, maka diperintshkan supaja diundangkan dalam
Berlta Negara,-

- Ditetapkan di Jogjakarta
padsa banggal 1l Agustus 1950,
PRESIDEN REPUBLIK INDONvSIA

Diundangkan (PEMANGKT DJABATAN)
pada tanggal 1l Agustus 19;0.. (@Att) ASSAAT .-
MENTERI KEHAK TMAN, , MEN TERT DATAM NEGERT

REPUBLIK INDONESIA,

( dtt) A.G.PRINGH-OBIGDO -
(dtt). SOESANTO TIRTOPRODJO, .=

\ Jang mengambil turunan:
Scksi Arsip/Ekspedisi FDN.RI
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LaiPIRAN ivs ‘ LeakrInall Podiai UhaN £ LJ_:.L\.L.W Yaht -‘.JJ_:.“ GUnanTl UHDuNb"‘UNDA‘TJG

H 5 TaHUN 1950
A - ToNTANG i
PEMBENTUKAN fﬁOﬁINSI SUlinTekA UTnbka HENURUT vaSAL
odil (2).

T. URUS&N UMUM (T.T. USAiHA), meliputit

, pekerdjaan persiapan Dewan Ferwakilan Rakjat Daerah sendiri;

persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan
anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenail
anggaran pendapatan dan belandja; 4
pekerdjaan keuangan sendiri;

urusan pegawal;

arsip dan expedisi;

.penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan an,
..garan pendapatan dan beland ja Kabupaten dan kota besar, untuk di.

* . sahkan;

l;
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pengawasan keuangan kabupaﬁen dan kota besarg
IT., URUS:LN - EMERINTLHAN ULUM, meliputi:

pengawssan berdjalannja peraturan daerah lropinsi;

pengawasan berdjalannja peraturan~peraturan jang mengenail keaman.
termasuk kepolisian (medebewind);

pimplnan dan pengawasan pckordjaan daerah-daerah otonom dibawah=~
njas;

pelaksanaan. penetepan atau perubshan batas-batas daerah-daerah
dibawahnja (medebowind);

urusan kewarga-negaraun (nedubew1nd)

urusan kehotelan dan tourirme;

pekoerdjaan rupa-rupa jang tiduk termasuk pada salah sutu kewadji.
ban (bagian) uruscn lain,

III. URUSALN 4GRARTL (TiNAH) ymeliputit

pencrimaan penjcrahan halk "eigendom" atau tanah "elgendom" kepad:
Negara (medebewind); ;
penjershan tanah Negara (bechecersoverdracht) kepada Dgawatan d jaw:
tan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (medcbewind)
pemberian idzin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal' atas
tanah, djika salah satu fihak atau: keduang masuk golongan bang-
88 asing (medebewind) ;

pengawasan pekerdjaan daerah otonom dlbawnhnga tentang agraria
(sebagian ada jang medebewind),

IV, URUSAN i ENGAIRAN, DJLLAN~DJALAN D.aN GEDUNG-GEDUNG,meliputi:

- kekuasean atas pengairen umun, ialah sungal-sungai, sumber-sumbe

danau~danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja,
tepi-tepl dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik semerintal
jang ada diatas atau ditepi pengairen itu jang dipergunakan untul

" pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan olch

remerintah.  kepada iropinsij

kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian
dan lain-lain kepentingan daerah dan Negars jang diserahkan oleh
remerintah kepada rropinsi;

kekuasaan atas djalan-djalan btormasuk tanah-tansh, bangunan-bang
nan dan pohon=-pohon dalaa lingkungannja, Jdnb d¢ser&hhan oloh
lembrlntuh kepada fsropiansi;

lp kekuasaan
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L, kekuasaan atas Cedung-gedung Negerl jang dlo&i&hhan oleh Lemov1ntah
kepada IPOWinsﬁ;
5e pbngerahan serschut dolar ancka 1 hingga ! diatas ada Jmng termrauk
sdebewind. Lo

Ve URUSAN IBRT-NI:N, :BAIKaNaN Dall K0: EHaSI, meliputis

o e . e i 4 . b

iertanian,
1 1nsp9531 dan merentjanakan hal--hal Junﬁ dapat menghidupkan 4 jiwa
© tani modern dan menswban dinamiscering mas jarakat tanl;
2, penjolenggaraan koordinasi pada lapangen technis (medebewind) ;
3, penjelenggarasn kebun pusat penjelidiken buch-buahan, sajurang
obat-obatan dan tanasmaan puraagun~an,
lis pimpinan pembanterasarn hawe, jang amecluas lebih dari satu kebupateng
5. pusat Cropaganda pertunien: ' '

verikanan,

1. inspeksi keda p1n~dak sh dibawahnja (medebewind);

2. penjelidikan dan pengwipulsn bahan-bshsa® untuyk memperbaiki dan mems
pertinggi deradjad perikanan daraed, membantu pekerdjaan Kementerian
(medcbewind)

Koperasi.
QUSSR £ >
Bagian-bagian Jang alan uitLLE“P n pada wektu penjerahan.

VI. URUSAN KEHE

ANANT, meliputis

1untwogrﬁzg penjckit ?“nu¢mL, nuUJUL14 LJPaﬁtJn“ dan laborajoriwr
(medebowind) : \
2 Xoordinagi poernbanicrasan penjakit jang tidak menulsar didaersh-daerah
* dibawahnjag; '
3. pengawesan terhadep veterinaire hygiene jang mengenail daging dan su-

e SN
lys pemeriksaan tlap~-tiap walktu atas aewan pengangkutans
5« pengawasan terihadap ~+»aia jaan hewan’

b, pehgawasan penganiaje-w.. vabi;
T» penjelengsarcen porutvran perdagangan hewan dalam Negeri d iluar da-
e erah Propinsi dan koordinasi pu*dhgangﬂn hewan seluruh Jropinsi;

8 penjelengpgaraon fokstation, koordinasl dan pengawasan peanternakan

didacrah dibawahn ja, pembanterasan potongan gelap.
VII, ! Daliali NEGERT Dali YoRINDUSTHIAN,

BERADJITH

Bagian-bazian jang axan ditetapkan pada wakiu penjerahannjz

VIII, URUSuN PiaBURUHali, meliputi:

1. penerima-. keterangan-xeteranzan {gegevens) tentang pengangguran
dari daerah-daerah otonom dibawzahnja, Jang diteruskan kepada Kemens
terian Perburvhan (medebewind);

2., segala sesuatu mengenal statistiel pengengguran pada waktu jang ter-
tentu dilqmnﬂkrn kepada Kementerian Perburuhcn (medebewind);

3|mu1Ju " lne unﬁpwabun, pembagian dan pemindehan tene -z dimana
daiperl 1kQ mengoenal dﬁo“ailjg ﬁh“lng-masing (mocdebewird) ;
L. morq1unt“qr tan lanang~lap peierdjaan baru scbagal usaha pemhante-

ek cflnd\

L Pasnny DenSanErt 104
weranzan teantens penilihan vak dan lapang peker-

5 neanltnt,nrﬂ.

* djaan (medebswind)g

6. menjoelengrmarakan labilian lkerdja uanbuk mempor ilggi derad jad ket jakape
vak dari kaum pengangsur soria tensga muda chusvusnj (nod sbewind) ;

T+pengawesan




1,

2,

-3 - : | - tRB:
pengawasan pekbrdgaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan per=
buruhan (medebewind).,

IX. URUS.N S0SIiL, meliputis
pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannjas
Xo URUS.N VEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi

- mengadakan peraburgn tentang pembaglan didaerah-daerah;

penetapan presentage kenalkan harga pend jualan. barang-barang distri-
busi untuk pengrantl beaja (1 dan 2 medebewind).

XI. URUSAN UENERANGAN, meliputds

‘membantu Kementerian Feneranhgan akan lantjarnja penerangan unumj

menjelenggarakan penerangan lokal,
XIT, URUSuN vrENDIDIKAN, oENGiDJARAN Dall KEBUDAJAAN, meliputis

mendirikan dqn men jelenggaraxan suko1tn segkolah rendah, ketjuall sges
kolahesekolah hrakjat latihan dan memberi subsidl kepada sekeolah rens
dah jang diselenggerakan oleh badan~ballan partikelir; : :
mendirikan dan menjelenggéarakan kKursus-gursus pontutahbin woaum ting-
kat B dan C Negeri den memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjem
itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partlikelir; ‘
mengugahakan perpustakaan rakjat;

berhubung antara vYcmerintah dan gcrakan-gorakan gcmuda,

menimpin dan memadjukon kescnian daerah;

mendirikan kursus-kursus pcendidikan pengadgaran guna kursus-kursus
pengantar ke kewadjiban belad jar,

XIIT. URULAN KESEHATAN, meliputis

pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
pekerdjaan curatief; menjelenggarakun rumah-rumah sakit pusat dan
umum, pengawasan atas rumah-rurmah sakit partikelir;

; pekord jaan preventlef; urusan transmigrasi dalam daerah rropinsi;

memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan- dgawatan kesehatan

- daerah dibawahn ja.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTLN BERMOTOR, meliputis

inspeksi lalu lintas;
pemeriksaan kendaraan (keurlnggdienst), i
bengkel2 remerintah jang diserahkan kopada Propinsai;
persediaan alat2 (magazijn);
pengelenggaraan angkutan untuk dinas,

" umim.

XV. UnUSaN PERUSAHAsN, meliputl ;
cerusahaan-perusahaan jang dapat diSblonb&arakan oleh Bropinsi

menurut kebutuhan.-
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